
1. Undang-Undar.g Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang 
Statistik tlembara.n Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 om.or 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indo:iesia Nomor 3683): 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan 
pembangunan yang berkualitas dan pengendalian 
pembangunan yang efektif, diperlukan adanya 
pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, 
lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses 
dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis 
yang mendalam, tajam, dan komprehensif; 

b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan 
pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/ 
Kota, dan Desa, perlu didukung dengan data yang 
dikelola secara seksama dan berkelanjutan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Si.ngle Data System Untuk 
Pembangunan Daerah Di Kabupaten Jepara; 

Menimbang 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

SINGLE DATA SYSTEMUNTUK PEMBANGUNAN DAERAH 
DI KABUPATEN JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 38 TAHUN 2018 

BUPATI JEPARA 
PROVDISI JAWA TENGAH 



10. Peraru.ran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 

2012 ten Sistern Perencanaan Pembangunan 

Tambahan !l..e:::lbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 560 · )· 

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Jaringan ::::.asi Geospasial Nasional [Lembaran 

Negara Rep Indonesia Tahun 2014 Tahun 78); 

9. Peraturan G rnur .Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 

2016 Tentang .......n.g}e Data Sistem untuk Pembangunan 

Daerah di Jc:. engah; 

Republik In '":es1a Tahun 

3. Undang-Un -- -omor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan ~bangunan Nasional (Lembaran 

Negara Repu ndonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan ~e::'ha.-an Negara Republik Indonesia 

Nomor 4 2 J· 
4. Undang-Undang Tomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan -~ rmasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Ind - Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran "ega:a Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang . 'omor 4 Tahun 2011 tentang 

Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tah 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Repub donesia Nomor 5214); 

6. Undang-Undaag • ·omor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tah "1 2014 Nomor 244 Tambahan 

Lembaran . egara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana • rah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-U ndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 

Perubahan Koo-a Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 201- tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Repu · Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 

Tambahan 1.:...emoaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679: 

7. Undang-Undaag . ·omor 30 Tahun 2014 tentang 

(Lembaran Negara 

2014 Nomor 292, 

!?emerin tahan Administrasi 



Pembangunan. Penelitan dan l"'"e!:~mbangan Daerah Kabupaten Jepara. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang duva s:sud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara 

2. Pemerintah Daerah adalah Bu pan dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten para . 

4. Kabupaten adalah Kabupaten Jepa:ra. 

5. Perangkat Daerah adalah Perang - Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jepara. 

6. Sadan Perencanaan Pembangtma Penehtan dan Pengembangan Daerah 
yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Sadan Perencanaan 

Pasal 1 

ass I 

: PERATURAN SUPATI 1 . ANG SINGLE DATA SYSTEM UNTUK 
PEMBANGUNAN DAE -i DJ KABUPATEN JEPARA 

Menetapkan 

ME -_-sKAN: 

Daerah (Lerri.ba::a::I: Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2012 Nore . Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepe:a omor 15); 

11. Peraturan Dae:rah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 
2016 tentang fcnbentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kamr;,a-en Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten epara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daer-c.h Kabupaten Jepara Nomor 11); 

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2010 
Tentang Pedcman Pengelolaan Pelayanan Informasi 
dan Dokume tasi di Kabupaten Jepara (Berita Daerah 
Kabupaten .Jepara Tahun 2010 Nomor 558); 

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2016 
tentang Ked dukan Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serra ata Kerja Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Jepara (Berita Daerah 
Kabupaten .Jepara Tahun 2016 Nomor 58); 

UMUM KETE 



terkait suatu data yang 

emukan, atau setidaknya menjadikan 

16. Metadata adalah informasi 

mendeskripsikan, menjelaskan 

menggambarkan satu atau lebi tema tertentu yang dibuat mengacu pada 

Informasi Geospasial Dasar. 

penelitian, pengembangan kedirgarnaraan dan keantariksaan. 

10. Data adalah catatan atas trmpulan fakta atau deskripsi dari 

sesuatu/kejadian/kenyataan _ ang dihadapi berupa angka, karakter, 

simbol, gambar, peta, tanda _.:..-at. tulisan, suara dan bunyi, yang 

merepresentasikan keadaan sebenarnva atau menunjukkan suatu ide, 

objek, kondisi, atau situasi. 

11. Statistik Dasar adalah statisnk _ ang pemanfaatannya ditujukan untuk 

keperluan yang bersifat luas. baik pemerintah maupun masyarakat, yang 

memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala nasional maupun regional, 

makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab BPS. 

12. Statistik Sektoral adalah staus .. ang pemanfaatannya ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan instan pemerintah tertentu dalam rangka 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerinrah dan tugas pembangunan yag 

merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. 

13. Statistik Khusus adalah stans - yang pemanfaatannya ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan intern -: suatu instansi/perusahaan swasta 

dalam rangka penyelenggaraan - atau penelitian. 

14. Informasi Geospasial Dasar ada"ah lnformasi Geospasial yang berisi 

tentang objek yang dapat dilil -- secara langsung atau diukur dari 

kenampakan fisik di muka bumi can yang tidak berubah dalam waktu 

yang relatif lama. 

Lembaga Penerbangan Dan ·asional yang selanjutnya disingkat 

LAPAN adalah Lembaga Pemermzal 'on Kementerian yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab keoada Presiden yang bertugas di bidang 

9. 

----ya disingkat BPS adalah lembaga 
kegiatan statistik, yang secara 

kepada Presiden dan memiliki 

dan Kabupaten/Kota, sebagai 

7. Badan Pusat Stansnk yang 

Pemerintah yang bertugas er 
struktural bertanggungjawab 

kantor perwakilan di senap 

Instansi Vertikal di Daerah 

8. Badan Informasi Geospasial selanjutnya disingkat BIG adalah 

Lembaga Pemerintah on zenan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Pn:s:i:~ _ ang bertugas di bidang geospasial. 

adalah Informasi Geospasial yang 15. Informasi Geospasial Terna 



menunjang terwujudnya perencanaa pembangunan yang berkualitas dan 

unan Daerah dimaksudkan untuk Single Data System untuk 

Pasa) 3 

B:IB Ill 
MAK.SUD :\11 TUJUAN 

f. aksesibilitas. 

e. kemutakhiran; dan 

d. kemanfaatan; 

c. keakuratan; 

a. kepastian hukum; 

b. keterpaduan; 

Single Data System untuk Pemban,gu.nan Daerah di Kabupaten Jepara 

berazaskan: 

Pasal 2 

20. Forum Data Daerah adalah sua " .... m yang beranggotakan unsur-unsur 

Perangkat Daerah, Badan ?u.sat Statistik Daerah, serta unsur 

pemerintahan lainnya dan ma . syarakat dalam mengumpulkan, 

mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta 

menyepakati kesatuan data. penggunaan dan pemanfaatan data 

pembangunan. 

19. Single Data System adalah ·ersec,2-:ya data dan informasi yang seragam, 

lengkap, aktual, valid, dan ak: yang dibangun berdasarkan kaidah 

atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola 

dalam satu sistem yang tenntegrasi untuk kebutuhan pembangunan 

Daerah. 

pengolahan, verifikasi dan validasi, proses perencanaan, pengumpazac, 

diseminasi dan analisis data. 

undangan mempunyai kewenangaa azas data. 

18. Pengelolaan Data Pembangunaa acaiah suatu kegiatan yang meliputi 

suatu informasi dari data mud.ah ..._. ............ r ditemukan kembali, digunakan, 

atau dikelola. 

berdasarkan peraturan perundang- 17. Otorisator data adalah pejaba: _ 



n. pembiayaan; 

m. pembinaan dan pengendalian; 

1. sanksi; 

J. larangan; 

k. in sen tif dan di sin sen tif; 

e. pengelolaan; 

f. sumber daya manusia; 

g. kelembagaan dan koordinasi; 

h. kerjasama dan kemitraan; 

1. peran Masyarakat Dan Dunia Usa.:::a.: 

d. kebijakan dan strategi; 

c. mekanisme; 

b. kewenangan 

~ Pembangunan Daerah di Kabupaten Ruang lingku p Single Data System u 

Jepara, meliputi: 

a. kedudukan 

b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, 

bermutu dan akuntabel bagi Pemenntah Daerah dan pemangku 
kepentingan; 

c. menghasilkan perencanaan pecibangunan secara terukur dan 

komprehensif; 

d. mewujudkan pengendalian. tonng, evaluasi dan pelaporan 

pembangunan yang dapat dipertanggi ..... ngjawabkan; dan 

e. menghasilkan informasi pembangu=an ch Kabupaten Jepara yang akurat. 

Single Data System untuk Pembangi - Daerah ditujukan untuk: 

a. memiliki satu basis data pem cgunan yang akurat, terpusat dan 
terintegrasi; 

zegrasi. lengkap, akuntabel, dinamis, pembangunan Daerah yang akurat • 

mudah diakses dan berkelanjutan. 

data pengelolaan melalui - ktif pembangunan pengendalian 



kc~tmgan dapat mengakses data melalui 

Kewenangan dalam pengelolaan S:?" _ .Dc:a System, meliputi: 

a. kerjasama dalam pengelolaan data pe::::bangunan; 

b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan; 

c. fasilitasi dan pembinaan dalam peng ;;aan data; dan 

d. pengelolaan data pembangunan. 

Pembangunan Daerah merupakan 

P..- .... rintah Desa dan para pemangku 

Kedudukan Single Data System 

acuan bagi Pemerintah Kabupa 

kepentingan dalam pelaksanaan : 

a. penyusunan dokumen peren ca:::ia.c.. pelaksanaan, pengendalian, mo 

nitoring, evaluasi dan pelaporan pe:=!:16::l~ an berbasis data yang akurat; 
dan 

b. koordinasi untuk perencanaan 1i>err:!:E::~-..man multipihak. 

KE 

-~ Data System untuk Pembangunan (1) Pemerintah Daerah membangun 

Daerah. 

(2) Single Data System untuk Pembaz .... ,un.an Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi sistem yang mtegrasi mulai tingkat: 

a. Desa/Kelurahan; 

b. Kecamatan; 

c. Perangkat Daerah; 

d. Instansi Vertikal; 

e. Perguruan Tinggi; 

f. Sadan U saha Milik Daerah; de- 

g. Pemangku kepentingan lair _ c::.. 

(3) Masyarakat dan para pemangs 

Single Data System untuk Pe .............. ~ ............ 



?a.saj i l 

(1) Data pembangunan Daerah terdiri car: 
a. data statistik meliputi : 

1. statistik dasar; 
2. statistik sektoral; dan 
3. statistik khusus. 

b. data spasial, meliputi : 
1. inf ormasi geospasial dasar; 
2. informasi geospasial tema 

8._!(3 

PE. GELO ::..AAN 

d. pembentukan Forum Data Daerah: 
e. pembangunan Sistem Database Tu .u.~au 

f. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan; 
g. pengembangan dan pengintegrasan Single Data System untuk 

Pembangunan Daerah di Kabupa epara: 
h. publikasi hasil pengolahan data perr;;,angunan. 

ruk Pembangunan Daerah, adalah: 
IJei::a~!!a.ail Single Data System untuk 

Strategi pengelolaan Single Data S~ 

a. penyusunan konsepsi dasar 
Pembangunan Daerah; 

b. pengembangan metodologi 
Pembangunan Daerah; 

c. pembentukan dan penguatan kelernha:gaan pengelola data; 

0 

judkan Single Data System untuk 
pengelolaan data yang berasal 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Kebijakan Pemerintah Daerah da ;a 

Pembangunan Daerah adalah :r:::!~~:m~.::k.3.l 

dari berbagai sumber data yang 

9 

Single Data System untuk 



(4) Setiap Perangkat Daerah wajib mf~e1ola data secara lengkap, aktual, valid, 

dan akuntabel. 

(5) Setiap Perangkat Daerah Wajib ,.._,._.....ampaikan data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) kepada Perang Oaerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang statisnk ,~~ aktu. 

~ 13 
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data 

pembangunan Daerah. 

(2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), dikoo:rrl:::i.asikan oleh Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahaz bidang statistik. 

(3) Analisis data pembangunan Daeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk keperluan perencanaan pec:'32"'1gunan daerah dikoordinasikan oleh 

Bappeda. 

~c:.Sa. 2 

(1) Informasi geospasial dasar sebagaizzana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

hurufb angka 1, diperoleh dari 8 Gean LAPAN. 

(2) lnformasi geospasial tematik sebagaznana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(1) huruf b angka 2, diperoleh dari ~,gkat Daerah dan sumber lainnya. 

(3) Statistik dasar sebagaimana dima;.>1 d dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a 

angka 1, diperoleh dari BPS. 

(4) Data-data lainnya sebagaimana dizcaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a 

angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya. 

Bagian · iua 
S ...... bez- Data 

(1), data yang clikelola oleh Pe~~-- Oae:rah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang statistik dalam: 

a. data yang dapat dipublikasisan; 

b. data yang bersifat rahasia. 

(3) Data yang bersifat rahasia sebagazzana drmaksud pada ayat (2) huruf b, 

(2) Disamping data pembangunan Daer-a: sehagaimana dimaksud pada ayat 

sebagaimana diatur dalam 

tentang Keterbukaan Informasi 

merupakan informasi yang 

Undang-Undang Nomor 14 -ah 
Publik. 



a. penerimaan; 
b. pengelompokan; 
c. penyuntingan; 
d. perekamanj'penyimpanan data; 

e. pengamanan. 

Pa:s23 i6 
(1) Pengolahan data pembangunan - ukan secara manual dan/atau dengan 

menggunakan teknologi informa si 
(2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan dengan tahapan: 

(1) Pengumpulan data pembangunan ~"Ukan oleh Perangkat Daerah dan 
pihak lainnya. 

(2) Pengumpulan data pembangunan di:akukan dengan cara: 
a. langsung dari sumber data; dan 
b. tidak langsung. 

(3) Pengumpulan data pembangunar seeara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sensus, survey dan cara lain 
sesuai dengan perkembangan 1lm pengetahuan dan teknologi dengan 
supervisi dari BPS, sesuai ketenruan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, «Eakukan dengan cara mempergunakan 
data yang sudah tersedia di pihak - . 

(5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan 
kembali, dikelola, disesuaikan, dan marsipkan. 

(6) Setiap Perangkat Daerah menezapzan penanggungjawab data sebagai 
otorisator data. 

Bagian pat 
Pengumpulan, Pengolahan, a:,· ... asi dan Validasi, Diseminasi 

sena Data 

mengelola Single Data System untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

Pembangunan Daerah. 



9 
Data yang bersifat rahasia sebagaczaza dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 
huruf b, hanya dapat disajikan kepentingan Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintan paten/Kota. 

leaflet, majalah, jurnal, koran. dan -ira ..l bentuk lainnya. 
(3) Diserninasi data pembangunan eta ,;:;m bentuk media elektronik berupa 

layanan (website), atau bentuk I.am:=_ 

(1) Diserninasi data pembangunan "-- ............. kan dalam bentuk media cetak dan 
elektronik secara berkala. 

(2) Diseminasi data pembangunan c.a .a, bentuk media cetak berupa buku, 

?arag:af ~ 
Oise : Data 

dilaksanakan oleh Tim yang di ... oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik. 

· keilmuan. 
sektoral melibatkan BPS sebagai wali 

dengan mempertimbangkan metod 
(2) Verifikasi dan validasi data stati 

data di bidang statistik. 
(3) Verifikasi dan validasi data :se:Jaga.lmana dimaksud pada ayat (1), 

untuk memperoleh data yang valid ( 1) Verifikasi dan validasi data dilak 

Pai46 a: 3 
Verifikasi da-.. alidasi Data 

(7) Berdasarkan perekaman/ penyimpaaan data, baik secara digital maupun 
manual sebagaimana dimaksud paaa ayat 16), dilakukan pengamanan data 
pembangunan. 

(6) Dari hasil penyuntingan data ................... --...-gu..'1.an sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), dilakukan perekaman/ _pa.nan data. 

penerimaan yang telah clitetap -~ - · pi dengan metadata. 

(4) Pengelompokan data pembangurr.a:: dilakukan oleh petugas dan/atau 
sistem, sesuai dengan jenis data. 

(5) Berdasarkan data pembangunan _ celah dikelompokkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), dilakukan pee_ untingan. 

o.eh petugas dan/ atau sistem 



23 

Perangkat Daerah yang melaksana rt u san pemerintahan bidang statistik 

melaksanakan koordinasi pen~O,iiwini:-: Single Data System untuk 

Pembangunan Daerah dengan n rah Pusat, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten/Kota. =:ah Desa. masyarakat, dan para 

pemangku kepentingan. 

Bagiaz Kedua 

P.-c.Sa:.. 22 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

statistik mendorong dan mern:fas:: :a.SI pengelolaan Data dan Analisis 

Pembangunan di Kabupaten .Jepara, 
(2) Untuk keterpaduan pengelolaan ata pembangunan Daerah, dibentuk 

Forum Data Daerah sebagai '\\'ad.a:: omunikasi data pembangunan lintas 

sektor dan lintas daerah. 

Bagian esaru 
Kelembagaan 

T KOORDINASI KELEMBAGA 

Pasal 21 

(1) Peningkatan kapasitas sumberdaya u:anusia pengelola data pembangunan, 

dilakukan melalui pendidikan forma dan atau non formal. 

(2) Perangkat Daerah yang melassanakan urusan pemerintahan bidang 

statistik memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia 

pengelola data pembangunan di ngkungan Pemerintah Daerah dan 

Pemerintah Desa. 

3:\BX 
SUMBER O~ ~ 1A,WSIA 

rekomendasi kebijakan pembangi aerah. 

(2) Analisis data pembangunan sebagazzana pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Bappeda se bagai bahan masusan perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan dengan cara mandiri /at.au melibatkan pakar. 

rangka menghasilkan ( 1) Analisis data pembangunan 



(1) Masyarakat dan dunia usaha beti;:,eran dala.m pengelolaan Single Data 
System untuk Pembangunan Daera 

(2) Peran masyarakat dan durua - se.bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dapat dilakukan roelalui pemberi cata pembangunan, usul pertimbangan 
dan saran kepada Perangsa; :Jraerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang statistik - pengelolaan Single Data System untuk 

26 

3-!S xm 
PERAN MASY ARAKJ - DAN DUNIA USAHA 

melaksanakan urusan pemerintahaz bidang statistik dan pihak lain. 

Pa 25 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
statistik dapat melaksanakan :rer::::::raan dengan pihak lain, baik dalam 
negeri maupun luar negeri dalaro pengelolaan Single Data System untuk 
Pembangunan Daerah, sesuai kea n peraturan perundang-undangan. 

(2) Kemitraan sebagaimana dimaks e pa.da ayat ( 1) dituangkan dalam bentuk 

Bagiaa edua 
Ke~,_ 

statistik mengembangkan po1a .,asarna dalam rangka mewujudkan 
Single Data System untuk ~ Daerah di Kabupaten Jepara, 
sesuai ketentuan peraturan pe - - ndangan. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) dapat dilakukan dengan: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerin tab Provinsi 
c. Pemerintah Kabupaterr/Kota: 
d. perguruan tinggi; 

e. lembaga penelitian; dan 
f. pihak lainnya. 

?asa: - 

KERJ.-\S . .\.! {A 

antara Perangkat Daerah yang kesepakatan dan/ atau perjan 



Pengelola Data Pembangunan ,,.,...,_........._.~ yang melanggar ketentuan Pasal 27, 

dikenakan sanksi sesuai keten peraruran perundang-undangan. 

a~ x 11 
~SI 

aa data pembangunan Daerah dengan Pemerintah Desa yang tidak men 

baik. 

(2) Bentuk disinsentif sebagaimana c::naksud pada ayat (1) dapat berupa 

teguran dan/atau tidak diberikan ruan. 

Pa 29 

(1) Perangkat Daerah yang melaksaaakan urusan pemerintahan bidang 

statistik dapat memberikan tif kepada Perangkat Daerah dan 

System untuk Pembangunan Daer-~ 

(2) Bentuk insentif sebagaimana a -.c:,sud pada ayat (1) dapat berupa 

bantuan keuangan, infrastrukrur, , ogram, dan/ atau penghargaan. 

urusan pemerintahan bidang 

~se::=:: kepada Perangkat Daerah, Pemerintah 

Desa. dan masyarakar _ c::.ng ·~~~:.;;a. data pembangunan Daerah dengan 

terhadap perwujudan Single Data 

( 1) Perangkat Daerdh _ 
P--c:Sa... 28 

Pengelola data dilarang menyebarlnassazdata rahasia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (2) h Pasal 11 ayat (3), kecuali untuk 

kepentingan Pemenntab saa, Pb::::Ja ntah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sebagaimana calaro Pasal 19. 

30 



::En:gikat. 
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Pembiayaan yang diperlukan nyelenggaraan Single Data System 
untuk Pembangunan Daerah di .Ka.tt:;:;a::~. Jepara, dibebankan pada : 
a. Anggaran Pendapatan Belanja dan 

b. sumber lainnya yang sah dan 

Perangkat Daerah yang melaksar. san pemerintahan bidang statistik 
bekerjasama dengan BPS, BIG da-: -..\? . dan lembaga lain, melakukan 
pengendalian dalam pengelolaar pembangunan, sesuai kewenangan 
berdasarkan ketentuan peraturan ng-undangan. 

c. pengembangan kapasitas 
pembangunan; 

d. peningkatan kemampuan i),,, 

mendukung penyelenggaraan. ~s.:e.i!D 

Kabupaten Jepara; dan 
e. pengembangan Sistem Pen.s~...,....-~ Data Pembangunan Kabupaten 

Jepara berbasis teknologi info ............. - 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud paca ayat (1 , dilakukan melalui : 
a. Pembentukan Sistem Peng - Data Pembangunan Kabupaten 

Jepara; 

b. pengintegrasian dan pengkone pengelolaan data pembangunan; 

(1) Perangkat Daerah yang met:-~;;a:=:a.:a..,- urusan pemerintahan bidang 
statistik melaksanakan pembin c:a em penyelenggaraan pengelolaan 
data pembangunan di Lingkungan ntahan Kabupaten Jepara. 

.. 

getahuan dan telmologi yang dapat 

Pengelolaan Data Pembangunan 
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Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 2 Agustus 2018 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 2 Agustus 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Pasal 35 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 34 
Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata 
Laksana pelaksanaan single data system untuk pembangunan daerah 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan bidang statistik paling lambat 1 (satu) tahun sejak 
Peraturan Bupati ini diundangkan. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 


